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Salah satu cara aternatif pemerintah dalam menghadapi krisis energi fosil adalah dengan mengembangkan
energi terbarukan dan salah satu jenis energi yang menjadi fokus adalah panas bumi. Oleh karenaitu
kebijakan-kebijakan pemerintah diperlukan untuk mendorong industri panas bumi termasuk kebijakan pajak.
Pada tahun 2003 (rezim baru panas bumi) pemerintah melakukan perubahan kebijakan atas pajak
penghasilan badan yang sebelumnya bersifat lex specialis menjadi lex generalis.

Penelitan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis latar belakang perubahan kebijakan pajak
penghasilan pada bidang usaha panas bumi. Tujuan kedua adalah menggambarkan dan menganalisis
perubahan kebijakan pajak penghasilan badan antara rezim lama dan rezim baru pada bidang usaha panas
bumi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pertama bahwa ada 3 faktor yang melatarbel akangi perubahan kebijakan PPh
tersebut yaitu masalah penentuan jenis penghasilan, bagian pemerintah yang sudah tidak ekonomis lagi dan
konsep kontrak panas bumi yang tidak dapat mengimbangi perubahan ekonomi. Hasil selanjutnya adalah
kebijakan pajak penghasilan badan untuk bidang usaha panas bumi memerlukan peraturan yang terjamin
kepastian hukumnya terutama pada rezim baru yang menggunakan asas lex generalis.

Saran penelitian ini antaralain bahwa seyogyanya perumusan Peraturan Pemerintah tentang industri panas
bumi memperhatikan kebutuhan investor sehingga PP yang dikeluarkan akan tepat sasaran dan juga
menjamin kepastian hukum yang tinggi, sebaiknya pemerintah |ebih mensosialisasikan kepada investor
mengenai fasilitas pajak penghasilan pada bidang usaha panas bumi, dan pemerintah sebaiknya lebih
mengkaji fungsi pajak penghasilan padarezim baru panas bumi.

...... One of the way to encounter the fossil energy crisisis to evolving non-renewable (non fossil) energy and
geothermal become the top choice to be developed. Thus, government’ s policy is needed to support this
industry, so istax policy. In 2003 (new regime for geothermal in Indonesia), government reformed the tax
policy from lex speciaisto lex generalis.

Thisresearch is aimed to describe and analyze the background of tax reform in geothermal industry.
Secondly, is to describe and analyze the comparation of tax policy for new and old regime of geothermal
industry. This research use qualitative method.

The result of thisresearch is (1) there are 3 factors which reform the tax policy in geothermal industry, the
problem to indentify the type of income, uneconomically government’s share and lex specialis principle
which can’t be counterbalanced the economic change. (2) Tax policy for geothermal industry need certainty
the most, specially in new regime which use lex generalis principle.

Recommendation of this research comprised that government should concern about government regulation
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for geothermal industry making in order to produce a precise regulation and a certainty laws, government
should socialize about income tax facility to investor and also government have to consider about income
tax function of new geothermal regime.



